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Abstrak 

 
Kebijakan pemberlakuan wajib halal telah berlangsung 8 tahun, tentunya telah banyak memiliki daya dukung 
regulasi Kementerian dan Lembaga yang cukup banyak. Penelitian ini ingin mengetahui sejumlah regulasi 
pendukung regulasi halal secara wajib dikaitkan terhadap isu permasalahan halal yang belum terselesaikan 
hingga kini. Beberapa faktor menjadi masalah dalam merealisasaikan penunjang regulasi halal di Indonesia, 
seperti keanekaragaman produk dan layanan serta kesiapan infrastruktur dan pemerintah. Metode digunakan 
deskriptif eksplanatori dengan mencari fakta di lapangan sebanyak-banyaknya melalui studi literatur. Hasilnya 
menunjukkan bahwa pemberlakuan wajib halal didukung dengan 5 regulasi sektor pertanian-pangan, 3 regulasi 
di sektor perdagangan, 7 regulasi di sektor obat dan makanan, 6 regulasi di sektor kesehatan, 5 standar 
nasional di sektor pengujian kehalalan produk. 

Kata kunci: regulasi, halal, standar nasional, perdagangan-industri, pertanian-pangan, obat-kesehatan. 
 

Abstract 
 

The mandatory implementation of the halal policy has been going on for 8 years, of course, it has had a lot of 
supporting capacity for the regulations of the Ministries and Institutions. This research wants to know a number 
of regulations supporting halal regulations that are compulsorily associated with issues of halal issues that have 
not been resolved until now. Several factors are a problem in realizing the support of halal regulations in 
Indonesia, such as the diversity of products and services as well as the readiness of infrastructure and the 
government. The method used is descriptive explanatory by finding as many facts in the field as possible through 
literature studies. The results show that the implementation of mandatory halal is supported by 5 regulations in 
the agri-food sector, 3 regulations in the national trade sector, 7 regulations in the drug and food sector, 6 
regulations in the health sector, 5 regulations in the product halal testing sector. 

Keywords: regulation, halal, national standard, trade-industry, agriculture-food, medicine-health. 

 
1. PENDAHULUAN  
 
Negara Indonesia merupakan negara dengan 
populasi terbesar di dunia. Pada tahun 2020 
ini jumlah penduduk di Indonesia mencapai 
270 juta jiwa (Bappenas, 2020). Berdasarkan 
jumlah tersebut mayoritas (87.20%) 
penduduk Indonesia beragama Islam, jumlah 
tersebut merupakan yang terbesar di dunia 
(World Population Review, 2023). 
Berdasarkan fakta tersebut, kebutuhan 
konsumsi produk halal di Indonesia 
merupakan hal yang utama. Konsumsi produk 
halal merupakan kewajiban bagi pemeluk 
agama Islam karena merupakan perintah dari 
Allah SWT (Fuseini, 2017). Jaminan terhadap 
kehalalan produk yang beredar di Indonesia 
merupakan hal yang penting. Pernyataan 
tersebut sesuai dengan amanat Undang 
Undang Dasar (UUD) 1945 pada pasal 28 dan 

29 yaitu setiap warga negara wajib dilindungi 
dan diberi hak dalam menjalankan ibadah 
sesuai agama dan kepercayaan-Nya, 
sehingga umat Islam di Indonesia 
memerlukan perlindungan dan jaminan 
kepastian hukum dari kehalalan produk yang 
dikonsumsi (Burlian, 2014; Hidayat dan Siradj, 
2015).  

Jaminan tersebut diperlukan karena 
pada faktanya masih terdapat kejadian 
beredarnya beberapa produk seperti pangan 
dan sediaan farmasi di Indonesia yang 
mengandung bahan yang tidak halal (Hasan, 
2014; Supaino dan Roestamy, 2017). 
Kejadian tersebut ternyata terjadi pula di luar 
negeri untuk produk dengan logo halal (Khalid 
et al., 2016; Mohamedet al., 2016; Fuseini et 
al., 2017; Soon et al., 2017). Berkembangnya 
teknologi memungkinkan pengunaan sesuatu 
yang bersifat haram ke dalam suatu produk 
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terutama di daerah yang penduduknya 
mayoritas tidak beragama Islam, misalnya 
penggunaan minyak dan gelatin yang berasal 
dari babi sebagai bahan baku obat-obatan 
dan kosmetik karena lebih murah dan lebih 
tersedia di pasaran (Hashim dan Mat Hashim, 
2013; Halim et al., 2014; Soon et al., 2017). 
Pelanggaran tersebut dapat pula terjadi 
karena produk halal masih bersifat sukarela 
penerapannya. 

Jaminan kepastian hukum mengenai 
produk halal di Indonesia direalisasikan 
melalui Undang Undang (UU) nomor 33 tahun 
2014 tentang jaminan produk halal (JPH) 
dengan tujuan umat islam di Indonesia 
terjamin dalam mengkonsumsi produk sesuai 
dengan syari’at (Hasan, 2014). Dalam UU 
tersebut dijelaskan bahwa produk yang 
masuk, beredar, dan diperdagangkan di 
wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. 
Produk yang dimaksud dalam UU tersebut 
adalah barang dan/atau jasa yang terkait 
dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, 
produk kimiawi, produk biologi, produk 
rekayasa genetik, serta barang gunaan yang 
dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh 
masyarakat. UU JPH merupakan suatu 
bentuk regulasi yang dibuat sebagai bentuk 
intervensi dari Pemerintah Indonesia dalam 
memberikan keamanan, kenyamanan, 
keyakinan, dan kepas,tian terhadap kehalalan 
produk yang beredar di pasaran (Ab Talib et 
al., 2015). Regulasi dibuat terhadap suatu 
produk atau ketentuan teknis yang melekat 
dengan suatu produk agar dapat diterapkan 
secara efektif sesuai tujuan dari regulasi. 

Pemberlakuan suatu regulasi yang 
bersifat wajib tentunya akan memberikan 
dampak, oleh karena itu diperlukan suatu 
analisis manfaat dan resiko atau yang umum 
disebut regulatory impact analysis (RIA) dari 
penerapan suatu regulasi (Setyoko et al., 
2017). Dalam aturan World Trade 
Organization (WTO), penetapan suatu 
regulasi oleh Pemerintah hendaknya harus 
dilengkapi dengan RIA sebagai prasyarat 
mutlak suatu kebijakan pemerintah akan 
dijalankan. Pelaksanaan RIA mengandung 
makna bahwa setiap langkah kebijakan 
Pemerintah terkait regulasi harus ditakar 
dengan suatu pembuktian ilmiah (studi) yang 
memperlihatkan bahwa kebijakan itu pada 
taraf implementasinya akan berdampak positif 
kepada masyarakat (Syarifah, 2011). Salah 
satu poin dalam analisis manfaat dan resiko 
yang dilakukan adalah kecukupan peraturan 
dan regulasi lain mendukung regulasi yang 
akan ditetapkan (Setyoko et al., 2017).  

Ekosistem regulasi perlu dibangun 
terlebih dahulu sehingga hukum itu bisa 
ditegakkan, diantaranya melalui daya dukung 

regulasi sehingga dapat diperkirakan luasan 
implikasi regulasi yang akan diberlakukan 
terhadap pihak lain yang memiliki 
kewenangan (Kementerian dan instansi lain). 
Implikasi dapat berupa keterkaitan, 
korespondensi, peraturan turunan, pedoman 
pelaksanaan yang bersinggungan dan 
keterkaitan dengan pihak lain yang memiliki 
kewenangan (Kementerian dan instansi lain). 
Semakin bervariasi subjek masyarakat yang 
akan menerapkannya maka semakin besar 
ekosistem hukum yang harus ada (dibangun). 
Dalam konteks jaminan produk halal tentunya 
akan mencakup cakupan yang sangat luas 
diantaranya dimulai dari penyediaan bahan, 
pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 
pendistribusian, penjualan, dan hingga 
penyajian produk (Tieman et al., 2012 ;Van 
der Spiegel et al., 2012 ; Mohamed et al., 2016 
; Yaacob et al., 2016 ; Soon et al., 2017 ; Khan 
et al., 2018).  

Penerapan regulasi halal tidak mudah 
dilakukan. Terdapat empat fase evolusi halal, 
yang pertama adalah jaminan kehalalan suatu 
produk berdasarkan kepercayaan, fase kedua 
didasarkan pada sertifikasi halal yang 
ditempelkan pada produk tersebut, fase ketiga 
adalah kepercayaan diperoleh dengan 
memberikan jaminan bahwa seluruh rantai 
pasok halal telah sesuai dengan syariah Islam 
yang diaudit dan disertifikasi oleh pihak yang 
berwenang, dan faset terakhir yaitu fase 
keempat berkaitan dengan rantai nilai (value 
chain) halal dimana perusahaan makanan 
dan minuman multinasional Islam dapat 
mengendalikan seluruh rantai pasokan dari 
pertanian hingga siap untuk dikonsumsi. 
Dalam menghadapi fase-fase tersebut, 
sejumlah permasalahan muncul dalam 
penerapan regulasi halal. UU JPH dinilai 
menghambat kemudahan berbisnis bagi 
perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam 
penjualan produk-produk terkait. Dari segi 
substansi hukum, kerangka normatif jaminan 
produk halal dinilai masih belum sempurna. 
Padahal kerangka peraturan penunjang UU 
JPH mempunyai peran besar dalam 
efektivitas UU JPH (Kusnadi, 2019). 
Penerapan regulasi penunjang perlu 
memperhatikan tiga elemen yaitu struktur, 
substansi dan budaya hukum (Lawrene, 
2017). Terdapat beberapa faktor yang 
menyebabkan penunjang regulasi halal sulit 
direalisasikan seperti keanekaragaman 
produk dan layanan, infrastruktur dan 
kesiapan pemerintah. Oleh karena itu, dalam 
mendukung pemberlakuan dan implementasi 
UU JPH diperlukan suatu penelitian mengenai 
bagaimanakah daya dukung regulasi di 
Indonesia terhadap pemberlakuan dan 
implementasi dari UU JPH yang berguna bagi 
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seluruh pemangku kepentingan sehingga 
diharapkan implementasi regulasi JPH dapat 
terukur sesuai tujuan disertai dengan 
pengendalian yang baik terhadap kendala dan 
resiko yang muncul. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA  

 
2.1 Halal 
 
Terminologi halal merupakan segala sesuatu 
yang diizinkan berdasarkan hukum islam (al 
quran dan hadis), sedangkan haram 
merupakan segala sesuatu yang dilarang 
berdasarkan hukum Islam (al quran dan 
hadis) (Aisyah, 2016 ;Aziz, 2017). Dalam al 
quran terdapat beberapa ayat yang 
menerangkan terkait halal dan haram, salah 
satunya adalah Q.S. Al Baqarah (2) ayat 168 
yang berbunyi : 
 

ضِ حَلََلًا   رَأ ا فيِ الْأ يَا أيَُّهَا النَّاسُ كُلوُا مِمَّ
طَي ِباا وَلًَ تتََّبعِوُا خُطُوَاتِ  الشَّيأطَانِ ۚ إِنَّهُ لكَُمأ  

 ٌعَدُوٌّ مُبِين 
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal 
lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan 
janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 
syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu 
adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. Al 
Baqarah (2) ayat 168) 

Produk halal merupakan produk yang 
memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan 
syariat Islam, antara lain tidak mengandung 
babi, binatang buas, binatang bertaring tajam, 
binatang hidup di dua alamdan produk 
turunannya, tidak mengandung bahan yang 
diharamkan seperti berasal dari organ 
manusia, darah, bangkai dan kotoran, pada 
produk berbasis hewan dilakukan 
penyembelihan sesuai dengan persyaratan 
syariat islam (Van der Spiegel et al., 2012 ; 
Fuseini, 2017 ; Putra, 2017 ; Khan et al., 
2018), semua fasilitas dan peralatan yang 
digunakan selama proses produksi hingga ke 
konsumen bebas dari sesuatu yang 
diharamkan, serta tidak mengandung khamar 
atau alkohol (Putra, 2017). Dalam hukum 
islam produk yang diatur kehalalannya 
mencakup beberapa jenis diantaranya 
pangan, obat-obatan, kosmetik, dan barang-
barang konsumsi lainnya (Hashim & Mat 
Hashim, 2013 ; Halim et al., 2014 ; Muslimin, 
2019). Kehalalan produk di Indonesia 
dibuktikan melalui proses sertifikasi dengan 
penetapan halal melalui suatu fatwa yang 
bermuara pada pencantuman logo halal pada 
label produk. Fatwa adalah pertimbangan 
hukum Islam yang dikeluarkan oleh ulama 
sekelompok ulama, baik sebagai respons 

terhadap hal yang terjadi di kelompok  
masyarakat dan umat (Putra, 2017). Logo 
halal (Gambar 1) memegang peranan penting 
bagi konsumen khususnya bagi pemeluk 
agama islam dalam membeli produk (Maulida, 
2013 ; Samori et al., 2014). 

 
 

Gambar 1 Logo halal 
resmi yang beredar 

di 
Indonesia (1989 – 

2022). 
(Majelis Ulama 

Indonesia, 2007) 

Gambar 2 Logo 
halal resmi terbaru 

Di Indonesia. 
(2022- saat ini) 
(Majelis Ulama 

Indonesia, 2007) 

 
2.2 Regulasi Produk Halal 
 
Regulasi merupakan suatu prinsip atau aturan 
yang berlaku dengan atau tanpa kekuatan 
hukum yang bersifat memaksa, digunakan 
dalam mengendalikan, mengarahkan atau 
mengelola suatu organisasi, kekuasaan atau 
sistem (Nakyinsigeet al., 2012). Regulasi 
dibentuk oleh lembaga yang disebut regulator 
dimana lembaga tersebut diberi mandat untuk 
melaksanakan tujuan atau ketentuan regulasi 
atau kerangka kerja regulasi yang terdiri dari 
tindakan, perundang-undangan dan standar. 
Hal tersebut diberlakukan untuk melindungi 
pihak yang tercantum dalam suatu regulasi. 
Pemerintah Indonesia merupakan regulator 
yang mampu membuat suatu regulasi yang 
dapat melindungi rakyat. 

Suatu regulasi yang baik perlu 
dukungan melalui suatu kerangka peraturan 
dan regulasi pendukung yang akan 
membantu memfasilitasi penerapannya oleh 
produsen. Dalam regulasi halal, hal tersebut 
sangat penting yang akan bermuara pada 
terpenuhinya hak konsumen dalam 
memperoleh produk halal yang dijamin 
integritasnya (Yaacob et al., 2016). 

Dalam menyusun suatu kebijakan atau 
regulasi terkait halal seharusnya melalui 
analisa resiko yang mencakup penilaian, 
manajemen, dan komunikasi resiko (Gambar 
3) terhadap kebijakan atau regulasi tersebut 
(Khalid et al., 2016). Dalam menjamin 
efektifitas dari dari suatu regulasi diperlukan 
pengawasan dan juga penegakan hukum dari 
regulasi tersebut (Yaacob et al., 2016). 
Jaminan produk halal dibuktikan melalui 
proses sertifikasi (Hanzaee dan Ramezani, 
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2011 ; Fuseini, 2017) untuk meyakinkan dan 
menjamin kehalalan suatu produk hingga ke 
tangan konsumen (Muslimin, 2019), pada 

produk bukti jaminan tersebut adalah melalui 
logo halal yang tercantum pada label produk

(Van der Spiegel et al., 2012 ; Mohamed et al., 
2016). Beberapa negara di dunia telah 
memiliki lembaga yang menangani jaminan 
produk halal (Van der Spiegel et al., 2012). 
Secara internasional, Codex sebagai 
lembaga standar internasional untuk bidang 
pangan telah mengatur mengenai pedoman 
kehalalan untuk produk pangan (1997). 
Proses sertifikasi tersebut dilakukan oleh 
lembaga sertifikasi berdasarkan standar dan 
peraturan yang berlaku (Fuseini, 2017). 

 
Gambar 3 Analisis resiko dan dasar 

pengembangan standard 
dan regulasi halal. (Khalid et al., 2016) 

 
Sertifikasi halal di Indonesia dimulai 

pada tahun 1989 yang dilakukan oleh 
Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan 
dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia 
(LPPOM – MUI) (Muslimin, 2019) yang 
penetapan halalnya dilakukan oleh komisi 
fatwa MUI (Fithriana dan Kusuma, 2018). 
Sertifikasi yang dilakukan masih bersifat 
sukarela (voluntary) (Muslimin, 2019). 
Berdasarkan sertifikat yang diterima Badan 
POM akan mengeluarkan label halal pada 
produk tersebut (Aziz, 2017). Pada rentang 
waktu tahun 2012 hingga Oktober 2017 
terdapat 259.984 produk yang telah 
mendapatkan sertifikasi halal (Fithriana dan 
Kusuma, 2018). Sertifikasi halal tersebut telah 
diakui oleh beberapa Negara di dunia (Fuseini 
et al., 2017). Berdasarkan UU nomor 33 tahun 
2014, sertifikasi halal dilakukan oleh Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal 
(BPJPH) bekerja sama dengan MUI untuk 
mengeluarkan fatwa terkait halal (Putra, 
2017). Selain melakukan sertifikasi BPJPH 
memegang peranan lain seperti yang diatur 
dalam UU JPH seperti registrasi halal untuk 
produk impor, akreditasi lembaga pemeriksa 

halal (LPH), pengawasan produk halal, dan 
registrasi serta pelatihan auditor halal 
(Susetyo et al., 2019). Sebagai perbandingan, 
negara lain yang telah menerapkan jaminan 
produk halal adalah Malaysia. Department of 
Islamic Development Malaysia (JAKIM) 
merupakan lembaga yang berwenang 
menetapkan kehalal dari produk yang beredar 
di Negara Malaysia dimana penetapan 
dilakukan berdasarkan beberapa kriteria yang 
telah ditentukan (Arif dan Sidek, 2015). 
 Regulasi jaminan produk halal 
diperlukan salah satunya adalah sebagai 
intervensi Pemerintah (Ab Talib dan Chin, 
2018) dalam memastikan produk yang 
beredar memenuhi persyaratan halal yang 
telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
dalam perundang-undangan. Intervensi 
tersebut akan memberikan jaminan kepastian 
pasar dan hukum bagi produsen maupun 
konsumen (Burlian, 2014 ;Zulfakaret al., 
2018). Hadirnya UU JPH akan memberikan 
keamanan, keselamatan, dan ketersediaan 
produk halal di pasar bagi masyarakat 
sebagai konsumen serta jaminan kepastian 
dan nilai tambah bagi produsen (Aziz, 2017). 
Kondisi saat ini beberapa produk telah 
memiliki sertifikat halal namun belum 
tercantum logo halal pada label produk karena 
harus terdaftar di Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM) (Hasan, 2014). 

2.3 Penerapan Halal secara Internasional  

Dalam rangka memberikan perlindungan 
terhadap konsumen umat Islam di seluruh 
dunia, masalah kehalalan produk dalam 
sistem perdagangan internasional mendapat 
perhatian baik, terlebih dengan berlakunya 
sistem pasar bebas. Sistem perdagangan 
internasional sudah lama mengenal 
ketentuan halal yang tercantum dalam 
CODEX. Hal ini juga didukung oleh organisasi 
internasional berpengaruh antara lain WHO, 
FAO, dan WTO. Bahkan gaya hidup halal saat 
ini sedang melanda dunia, tidak hanya pada 
negara-negara dengan mayoritas 
penduduknya muslim. Bahkan beberapa 
perusahaan global telah menerapkan sistem 
halal (Astuti, 2020). 

Indonesia sebagai negara 
berpenduduk mayoritas Islam tentu tidak mau 
ketingggalan dalam mengembangkan potensi 
komersial industri halal. Industri halal tidak 
hanya diminati oleh negara berpenduduk 
mayoritas muslim. Negara dengan penduduk 
muslim minoritas pun seperti Brazil, Australia, 
Jepang, Thailand dan Singapura pun banyak 
yang menjadi konsumen produk-produk halal. 
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Perbandingan standar labelisasi halal dan 
sistem hukum dalam meregulasi sistem halal 
antara Indonesia, Malaysia dan Singapura, 
mempunyai standar yang hampir identic 
(Atiah dan Fatoni, 2019). Menurut Sawari dan 
Ghazali (2014), masing-masing negara yaitu 
Indonesia, Thailand dan Singapura 
mempunyai ciri khasnya dalam menerapkan 
standarisasi halal, namun demikian yang 
menjadi kesamaan adalah dasar acuan yang 
dijadikan standar dalam menetapkan produk 
halal adalah Al-quran dan hadits. Adapun 
menurut Shafie & Othman (2016), yang telah 
meneliti perbandingan standarisasi halal lebih 
banyak negara di Asia Tenggara yakni 
Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, 
Thailand, Vietnam dan Filipina 
mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan 
dalam hal infrastruktur dan kemampuan 
teknologi dalam menerapkan standarisasi 
halal. 

Sebelum adanyanya BPJPH, 
rangkaian proses sertifikasi halal di Indonesia 
dilakukan oleh LPPOM-MUI. Bagi 
perusahaan yang akan melakukan sertifikasi 
halal harus mengajukan sertifikasi dan 
memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang 
telah ditetapkan oleh LPPOM-MUI. Adapun 
tahapannya adalah memahami persyaratan 
sertifkasi halal, menerapkan Sistem Jaminan 
Halal, menyiapkan dokumen sertifikasi halal, 
melakukan monitoring pre audit dan 
pembayaran akad sertifikasi, pelaksanaan 
audit, melakukan monitoring pasca audit dan 
memperoleh sertifkta halal. Di Malaysia, 
mekanisme penetapan sertifkasi halal 
dilakukan oleh Jabatan Kemajuan Islam 
Malaysia atau yang dikenal dengan JAKIM. 
JAKIM memberikan panduang tentang 
penggolongan sertifkasi halal di Malaysia. 
JAKIM mensyaratkan adanya Internal Halal 
Committee (IHC) bagi pelaku usaha yang 
akan menlakukan sertifikasi produknya. 
Efektivitas IHC ditinjau secara berkala 
minimal satu kali dalam satu tahun (Atiah dan 
Fatoni, 2019). 

 
2.3 Penelitian Terdahulu 
Penelitian sebelumnya yang dilakukan 
Muslimin (2019) menjelaskan bahwa jaminan 
produk halal memberikan perlindungan dan 
jaminan kepada konsumen, selain itu jaminan 
produk halal juga bermanfaat bagi produsen 
untuk memberikan panduan tentang cara 
memproses dan mendistribusikan produk 
halal kepada publik. Berbeda dengan Charity 
(2017) yang berpendapat bahwa hadirnya UU 
JPH merupakan respon pemerintah dalam 
memberikan perlindungan terhadap 
konsumen umat Islam di seluruh dunia 
sekaligus sebagai strategi menghadapi 

tantangan globalisasi. Maka penyusunan 
peraturan pelaksana dan regulasi pendukung 
dari UU JPH dan pembentukan BPJPH 
sebagai pengawal produk halal di Indonesia 
perlu dipercepat prosesnya agar UU JPH 
dapat berfungsi secara efektif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Adapun Supaino dan Roestamy (2017) 
dari tinjauan hukum berpendapat terdapat 
faktor-faktor yang menyebabkan 
perlindungan bagi konsumen muslim tidak 
efektif yaitu dikarenakan belum adanya 
peraturan hukum bagi konsumen muslim dan 
belum ada peraturan perundang undangan 
mengenai jaminan produk halal.  

Penelitian lain dilakukan oleh Soraji, 
Awang dan Yusoff (2017) menjelaskan bahwa 
jaminan produk halal di negara Malaysia 
didukung oleh sekitar 20 peraturan yang 
bertujuan mengatasi beberapa tantangan 
yang timbul akibat dari proses jaminan produk 
halal. Peraturan tersebut didukung oleh 
Kementerian pada sektor terkait sehingga 
penerapan jaminan produk halal berjalan 
efektif. Kebutuhan terhadap pentingnya 
regulasi diperkuat oleh Burlian (2014) dalam 
penelitiannya menjelaskan bahwa upaya 
perlindungan pemerintah terkait halal perlu 
didukung oleh perangkat yuridis berupa 
perundang-undangan. Selain itu dukungan 
regulasi dan standar diperlukan sebagai 
pelengkap dan pedoman khususnya bagi 
produsen dalam memenuhi regulasi halal. 
Sesuai dengan yang disampaikan oleh 
Susetyo et al. (2019) berpendapat bahwa 
jaminan produk halal tanpa regulasi yang 
tepat akan tidak bermakna dan rumit untuk 
dilaksanakan. 

Maulida (2013) berpendapat bahwa 
regulasi halal diperlukan untuk menjamin 
produk halal yang beredar sesuai dengan 
spesifikasi yang dipersyaratkan. Di negara 
Indonesia terdapat beberapa peraturan terkait 
halal, namun peraturan tersebut perlu diikuti 
dengan upaya penyadaran dan edukasi halal 
di masyarakat agar berjalan efektif. 

Suatu kebijakan dari pemerintah 
diperlukan untuk mengatur terkait tata kelola 
halal. Kebijakan dan regulasi yang dibuat 
diharapkan mampu menghilangkan masalah 
yang timbul  serta meningkatkan dan 
menjamin kepercayaan Muslim akan 
sertifikasi produk sebagai bentuk 
perlindungan konsumen. Penelitian Hidayat 
dan Siradj (2015) menjelaskan bahwa status 
dan posisi lembaga dalam Pemerintahan 
memiliki peran penting sebagai penangung 
jawab perlindungan masyarakat terhadap 
produk-produk non halal mengingat 
masyarakat di Indonesia beragama Islam. 
Peraturan perundang-undangan jaminan 
produk halal telah tersebar di berbagai tingkat 
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namun belum saling terintegrasi. Hal penting 
dari regulasi adalah implementasi agar jangan 
melenceng dari tujuan regulasi disusun. Pada 
level Implementasi sebuah peraturan 
perundang-undangan akan diuji 
konsistensinya dalam berhadapan realitas 
persoalan yang kompleks dan terus 
berkembang. 
 
3. METODE PENELITIAN 
 
Pada penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif yuridis normatif yaitu pendekatan 

peraturan perundang undangan (Hasan, 
2014) yaitu dengan mengkaji atau 
menganalisis data sekunder yang berupa 
bahan-bahan hukum sekunder dengan 
memahami hukum sebagai perangkat 
peraturan atau norma positif yang berlaku dan 
telah ditetapkan di Indonesia (Putra, 2017), 
dalam hal ini merupakan peraturan dan 
regulasi terkait halal dan juga referensi 
literatur dari penelitian sebelumnya yang 
relevan kemudian disajikan secara deskriptif 
kualitatif.

 

 

Gambar 4 Metode penelitian. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Integritas atau jaminan produk halal 
merupakan suatu konsep yang holistik 
mencakup kegiatan produksi, pengemasan, 
pelabelan, dan logistik (distribusi, 
transportasi, penyimpanan, retail dan 
penanganan produk) hingga sampai kepada 
konsumen (Tiemanet al., 2012 ; Van der 
Spiegel et al., 2012 ; Yaacob et al., 2016 ; 
Soon et al., 2017 ; Khan et al., 2018), hal ini 
karena dimungkinkan terjadinya kontaminasi 
oleh sesuatu yang bersifat haram sepanjang 
proses rantai pasok tersebut (Kamaruddin, et 
al., 2012 ; Tan et al., 2012 ; Zailani et al.,2015 
; Aziz dan Zailani, 2017). Terkait logistik saat 
ini telah terdapat pula standar internasional 
logistik halal yaitu IHIAS 0100:2010 yang 
mengatur terkait logistik barang dan rantai 
pasoknya (Sazali dan Ligte, 2019).  

Belum harmonisnya nilai dalam 
persyaratan halal dalam regulasi (Pauzi et al., 
2019) dan logo halal secara internasional 
akan menimbulkan perbedaan persepsi 
(Mukherjee, 2014 ; Soon et al., 2017) 
sehingga rawan akan integritas dari kehalalan 
produk dan penyalahgunaannya (Rezai et al., 
2012; Aziz dan Zailani, 2017). Dengan UU 
JPH diharapkan mampu mengurangi bahkan 
menghilangkan penyalahgunaan maupun 
pemalsuan yang terjadi. 

Codex sebagai lembaga standar 
internasional untuk bidang pangan telah 
mengatur mengenai pedoman kehalalan 
untuk produk pangan (1997). Dalam standar 
tersebut terdapat pedoman mengenai definisi 
halal, parameter penentuan halal dan 
penggunaan kemasan untuk menunjukkan 
kehalalan dari suatu produk (Fithriana dan 
Kusuma, 2018). Sistem jaminan halal (SJH) 
dibuat secara tertulis ke dalam bentuk manual 
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halal yang mencakup pernyataan kebijakan 
perusahaan tentang halal, panduan halal 
dengan berdasarkan standard operating 
procedure (SOP), sistem manajemen halal, 
uraian kritis keharaman produk, dan sistem 
audit halal (Hasan, 2014). Selain dukungan 
regulasi, jaminan produk halal perlu diikuti 
oleh standar yang sesuai karena dapat 
dijadikan sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan yang akan berdampak signifikan 
pada suatu usaha (Azmi et al., 2018). 

Berdasarkan UU nomor 33 tahun 2014 
tentang jaminan produk halal, terdapat 
beberapa produk yang diatur kehalalannya 
diantaranya pangan, obat-obatan, kosmetik, 
dan barang-barang konsumsi lainnya. UU 
jaminan produk halal perlu dukungan 
beberapa sektor terkait melalui dukungan 
regulasi sehingga UU tersebut mampu 
berjalan efektif dan implementasinya sesuai 
dengan tujuan yang diinginkan (Muslimin, 
2019). Kesiapan regulasi halal di Indonesia 
dinilai dengan menggunakan pohon regulasi 
halal. Pohon regulasi halal ini akan 
memetakan ketersediaan dan keberadaan 
regulasi terkait halal baik secara pangan, obat 
dan kosmetika, juga termasuk barang 
gunaan, sediaan bahan laboratorium penguji 
makanan dan media pembiakan. Berikut ini 
adalah keterkaitan Regulasi Halal UU 33 
/2014 terhadap regulasi lainnya (Gambar 4). 
Beberapa regulasi telah ada di Indonesia 
sebagai bentuk dukungan implementasi UU 
JPH (Tabel 2). Saat ini sertifikasi halal 
terhadap proses logistik belum secara resmi 
diregulasi (Sazali dan Ligte, 2019), padahal 
proses logistik merupakan titik kritis dari 
rangkaian jaminan produk halal. Payung 
hokum berkenaan halal logistic masih 
berpedoman pada UU JPH yang belum 
memiliki regulasi turunannya. Pemberian 
pemahaman mengenai proses sertifikasi dan 
ketentuan dalam rangka jaminan produk halal 
sangat diperlukan untuk mencegah kesalahan 
penafsiran yang bermuara pada implementasi 
regulasi tersebut (Ab Talib, et.al., 2015). 

 Secara umum dapat digambarkan 
bahwa seluruh regulasi yang ada di beberapa 
Kementerian dan Lembaga sudah 
mendukung kebijakan regulasi halal UU 
No.33 Tahun 2014. Dimulai dari Kementerian 
Pertanian dengan dukungan 4 regulasi yaitu 
regulasi “Pencantuman Tulisan Halal” (1996), 
regulasi “Label & Iklan Pangan” (1999), 
regulasi “Persyaratan RPH Ruminansia dan 
Unit Penanganan Daging (Meat Cuting Plant) 
(2010), regulasi “Undang-Undang Pangan” 
(2012) dan regulasi “Karkas, Daging, Jeroan 
dan Olahannya” (2018).  

Di Kementerian Perdagangan terdapat 
beberapa regulasi yang mendukung 

kebijakan penerapan halal ini yaitu 1) regulasi 
“perlindungan konsumen” (1999), 2) regulasi 
“Ketentuan Ekspor-Impor Hewan & Produk 
Hewan” (2019), kemudian 3) regulasi  
“ketentuan ekspor-impor hewan dan produk 
hewan”. (Kesimpulan baru sampe sini). 

Produk farmasi merupakan salah satu 
yang menjadi perhatian karena status halal 
dari produk farmasi belum secara menyeluruh 
(Maulida, 2013), hal ini karena dominan 
produk bahan baku untuk farmasi adalah 
impor yang belum tersedia jaminan halalnya. 
Pernyataan berikut didukung dengan hasil 
survey yang menyatakan bahwa kesadaran 
halal dari konsumen untuk produk farmasi 
adalah sebesar 24 s.d. 30 % (Syahrir et al., 
2019). 

Produsen masih ada yang 
beranggapan bahwa sertifikasi halal bersifat 
memberatkan (Burlian, 2014) khususnya bagi 
sektor usaha mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM). Menurut Fuseini (2017) dan Susetyo 
et al. (2019) permasalahan pemberlakuan 
regulasi jaminan produk halal adalah 
menimbulkan biaya baru dari proses 
sertifikasi yang berdampak pada ekonomi dan 
hal ini berdampak pada perkembangan 
UMKM (Siaw dan Rani, 2012). Buktinya 
adalah jumlah UMKM yang memiliki sertifikat 
halal di Indonesia berjumlah sebanyak 12.000 
UMKM dari total 4 juta UMKM (Susetyo et al., 
2019). 

Selain peraturan dan regulasi yang ada 
terkait halal, tuntutan konsumen khususnya 
pemeluk agama Islam mampu memberikan 
dorongan bagi produsen dalam memenuhi 
tuntutan pasar tersebut (Ab Talib dan Chin, 
2018 ; Fithriana dan Kusuma, 2018). Saat ini 
terdapat 7 sektor utama dalam 
pengembangan industri halal diantaranya 
sektor pangan, produk konsumsi, finansial, 
farmasi, kosmetik, logistik dan pariwisata 
(Soraji et al., 2017). Jaminan produk halal 
akan memberikan kepastian produk yang 
beredar, dan akan mendukung beberapa 
sektor yang sedang dikembangkan terkait 
halal seperti sektor pariwisata halal 
(Henderson, 2016). 

Menurut Soon et al. (2017), 
harmonisasi persyaratan dalam regulasi halal 
yang ditetapkan oleh beberapa negara 
diperlukan dalam perdagangan karena akan 
meningkatkan efisiensi akibat adanya saling 
pengakuan antar negara. Harmonisasi 
tersebut pernah dibahas pula dalam World 
Halal Forum Europe tahun 2010 yang 
membahas mengenai akreditasi dan 
sertifikasi halal secara internasional 
(Muslimin, 2019). 

Ditinjau dari bidang Pertanian pangan, 
Kementerian Pertanian memberikan 
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dukungan dan perhatian khusus terutama 
pada masalah: 1) pencantuman tulisan halal 
pada pangan pertanian, 2) label dan iklan 
pangan, 3) persyaratan RPH Ruminansia dan 
Unit Penanganan Daging (Meat Cutting 
Plant), 4) regulasi “pangan”, kemudian 5) 
regulasi terkait “karkas, daging, jeroan dan 
olahannya”. Lima regulasi yang telah 
dikeluarkan Kementerian Pertanian dalam 
rangka mendukung regulasi halal. 

Jika dilihat dari sisi kewenangan Badan 
Pengawasan Obat dan Makanan, maka 
terdapat 3 dukungan regulasi yaitu: 1) regulasi 
terkait “Pencantuman Asal Bahan”, 2) regulasi 
“pendaftaran produk pangan”, 3) regulasi 
“label pangan olahan. Jaminan halal yang 
belum tersentuh pemerintah adalah jaminan 
halal vaksin, produk mikrobia/produk biologi 
seperti enzim, reagen dan bahan baku antara 
seperti rum butter, sorbitol dan lain 
sebagainya.  

Hanya saja yang belum ada 
dukungannya yaitu regulasi dari Kementerian 
Perindustrian, dimana dalam UU No.33 Tahun 
2014 pasal 17 menyatakan bahwa hal penting 
yang harus diperhatikan dalam 
Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal 
(JPH) adalah bagaimana industri 
melaksanakan proses produksi bahan baku, 
bahan olahan, bahan tambahan dan bahan 
penolong yang halal sehingga mendukung 
industri pangan halal di Indonesia. Memang 
benar sebagian besar bahan baku tersebut 
ada yang impor namun tidak sedikit bahan 
baku yang dapat dipenuhi dalam negeri. 
Peran Kementerian Perindustrian menjadi 
sangat penting dalam hal ini. Hal ini 
sebagaimana yang telah dilakukan oleh 
Malaysia, menstimulasi perdagangan dan 
investasi secara regional dalam rangka 
menciptakan pasar halal yang mendunia 
(halal global market). Malaysia menyusun 
kerangka regulasi yang dengannya akan 
meningkatkan kepercayaan konsumen 
terhadap produk-produk dalam negeri, 
kepercayaan konsumen, kepercayaan 
investor yang akhir mampu menciptakan 
ekosistem halal yang dinamis dan 
memberikan kesejahteraan (Osman, 2019). 

Kesiapan Regulasi secara umum dapat 
digambarkan bahwa seluruh regulasi yang 
ada di beberapa Kementerian dan Lembaga 
sudah mendukung kebijakan regulasi halal 
UU No.33 Tahun 2014. Dimulai dari 
Kementerian Pertanian dengan dukungan 4 
regulasi yaitu regulasi “Pencantuman Tulisan 
Halal” (1996), regulasi “Label & Iklan Pangan” 
(1999), regulasi “Persyaratan RPH 
Ruminansia dan Unit Penanganan Daging 
(Meat Cuting Plant) (2010), regulasi “Undang-
Undang Pangan” (2012) dan regulasi “Karkas, 

Daging, Jeroan dan Olahannya” (2018). 
Adapun di lingkungan Kementerian 
Perdagangan terdapat beberapa regulasi 
yang mendukung kebijakan penerapan halal 
ini yaitu 1) regulasi “perlindungan konsumen” 
(1999), 2) regulasi “Ketentuan Ekspor-Impor 
Hewan & Produk Hewan” (2019), kemudian 3) 
regulasi  “ketentuan ekspor-impor hewan dan 
produk hewan”. 

Ditinjau dari bidang Pertanian pangan, 
Kementerian Pertanian memberikan 
dukungan dan perhatian khusus terutama 
pada masalah: 1) pencantuman tulisan halal 
pada pangan pertanian, 2) label dan iklan 
pangan, 3) persyaratan RPH Ruminansia dan 
Unit Penanganan Daging (Meat Cutting 
Plant), 4) regulasi “pangan”, kemudian 5) 
regulasi terkait “karkas, daging, jeroan dan 
olahannya”. Lima regulasi yang telah 
dikeluarkan Kementerian Pertanian dalam 
rangka mendukung regulasi halal. 

Jika dilihat dari sisi kewenangan Badan 
Pengawasan Obat dan Makanan, maka 
terdapat 3 dukungan regulasi yaitu: 1) regulasi 
terkait “Pencantuman Asal Bahan”, 2) regulasi 
“pendaftaran produk pangan”, 3) regulasi 
“label pangan olahan. 

LPPOM-MUI Pusat akan otomatis 
menjadi LPH yang telah terakreditasi BPJPH 
setelah Pemberlakuan Regulasi Wajib Produk 
Halal per 17 Oktober 2019. LPPOM-MUI 
Pusat merupakan LPH dengan pengalaman 
dan kelengkapan infrastruktur halal yang 
paling lengkap, diantaranya adalah: 1) 
Menjadi pelopor pertama kali lembaga yang 
diakui oleh Pemerintah untuk melaksanakan 
sertifikasi halal. 2) Mempunyai 253 Auditor 
Halal, 3) Mempunyai Laboratorium Uji yang 
sudah terakreditasi KAN, 4) Mempunyai Alat 
Uji Halal paling lengkap dan 5) Lembaga satu-
satunya yang memiliki kewenangan 
menyusun Panduan Sertifikasi Halal dan 
Panduan Pengujian Produk Halal. 

Hal ini juga didukung oleh penelitian 
Ni’mah studi kasus di Tulungagung (2018), 
bahwa peran dari Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UMKM 
berperan sangat penting dalam pemahaman 
masyarakat terkait sertifikasi halal. Hal ini 
dapat diartikan bahwa adanya regulasi 
sertifikasi halal ini mengindikasikan keadaan 
jaminan makanan halal di suatu wilayah 
hukum belum dapat dipastikan secara baik. 
Baik secara kesadaran/keyakinan warga 
maupun penegakan norma agama melalui 
sosialisasi/penyuluhan. Kondisi 
ketidakpastian ini dapat menimbulkan 
ketidakpercayaan publik terhadap Pemerintah 
dan sekaligus tidak adanya upaya Pemerintah 
untuk melindungi warga negaranya dalam 
memenuhi pangan sehat, aman dan halal. 
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Memang terdapat isu yang belum tercapai 
solusinya yaitu perihal bagaimana pelaku 
usaha mikro dan kecil terbantu masalah 
pembiayaan sertifikasi, misalnya dengan 
skema join sertifikasi atau sertifikasi bersama 
dalam kelompok koperasi pelaku usaha 
mikro. Solusi ini belum tertulis jelas dalam PP 
No.39 Tahun 2022. Namun akhirnya nampak 
jelas dalam Peraturan BPJPH No.141 Tahun 
2021 yang menegaskan bahwa per individu 
pelaku usaha mikro dikenai biaya sertifikasi 
minimal 300.000 rupiah (non self declare) 
sedangkan untuk biaya sertifikasi halal self 
declare  dikenai biaya nol rupiah atau gratis. 

Implementasi JPH ini, diperlukan 
dukungan regulasi di bidang/sektor lainnya 

yang berkaitan dengan halal yang 
memperkuat pelaksanaan kebijakan halal ini 
secara teknis. Beberapa regulasi pendukung 
yang telah dikeluarkan Pemerintah yakni: 
Kementerian Pertanian 5 regulasi, 
Kementerian Perdagangan 2 regulasi, 
Kementerian Agama 2 regulasi, BPOM 3 
regulasi dan MUI 1 MoU. Regulasi tersebut 
diantaranya mengenai: pencantuman tulisan 
halal, perlindungan konsumen, label dan iklan 
pangan, pencantuman asal bahan, 
persyaratan RPH, UU pangan, pendaftaran 
produk pangan, aturan mengenai karkas, 
daging, jeroan dan olahannya, ketentuan label 
pangan olahan, ketentuan ekspor-impor 
hewan dan produk hewan.

 
(Sumber: Hasil pengolahan peneliti, 2019) 

Gambar 5 Pohon Regulasi Halal terhadap Regulasi Kementerian lain. 
 
5. KESIMPULAN 

 
Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Regulasi dan penerapan halal logistik 

masih memerlukan regulasi turunan dari 
UU JPH. 

2. Dukungan regulasi sektor Pertanian-
Pangan meliputi: regulasi “Pencantuman 
Tulisan Halal” (1996), regulasi “Label & 
Iklan Pangan” (1999), regulasi 
“Persyaratan RPH Ruminansia dan Unit 
Penanganan Daging (Meat Cuting Plant) 
(2010), regulasi “Undang-Undang 
Pangan” (2012) dan regulasi “Karkas, 
Daging, Jeroan dan Olahannya” (2018). 

3. Daya dukung regulasi sektor 
Perdagangan meliputi 1) regulasi 
“perlindungan konsumen” (1999), 2) 
regulasi “Ketentuan Ekspor-Impor Hewan 

& Produk Hewan” (2019), kemudian 3) 
regulasi  “ketentuan ekspor-impor hewan 
dan produk hewan”. 

4. Daya dukung regulasi sektor Pertanian-
Pangan meliputi 1) pencantuman tulisan 
halal pada pangan pertanian, 2) label dan 
iklan pangan, 3) persyaratan RPH 
Ruminansia dan Unit Penanganan 
Daging (Meat Cutting Plant), 4) regulasi 
“pangan”, kemudian 5) regulasi terkait 
“karkas, daging, jeroan dan olahannya”. 

5. Daya dukung regulasi sektor Obat dan 
Makanan meliputi 1) regulasi terkait 
“Pencantuman Asal Bahan”, 2) regulasi 
“pendaftaran produk pangan”, 3) regulasi 
“label pangan olahan,4) regulasi 
kandungan alkohol, 5) regulasi batas 
kadaluwarsa label obat, 6) regulasi obat 
tradisional, suplemen dan pangan, 7) 
regulasi label pangan olahan Daya 
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dukung regulasi sektor Kesehatan 
meliputi 1) regulasi tentang sediaan 
farmasi berijin edar, 2) regulasi tentang 
obat terdaftar, 3) regulasi tentang khasiat 
obat, 4) regulasi mutu, label dan aturan 
penulisan halal, 5) regulasi pengamanan 
sediaan farmasi & alkes dan 6) regulasi 
iklan alat kesehatan. 

6. Daya dukung sektor Standar meliputi 1) 
SNI ISO/TS 20224-3:2020 metode 
deteksi DNA babi, 2) SNI 8965:2021 
metode deteksi dan kuantifikasi etanol 
pada produk minuman 3) RSNI ISO 
20813:2019 Analisis biomarker molekuler 
— Metode analisis untuk deteksi dan 
identifikasi spesies hewan pada pangan 
dan produk pangan (metode berbasis 
asam nukleat) — Persyaratan umum dan 
definisi, 4) RSNI ISO 21571:2005 Bahan 
pangan — Metode analisis untuk deteksi 
organisme hasil rekayasa genetika dan 
produk turunannya — Ekstraksi asam 
nukleat, 5) RSNI ISO 24276:2006 Bahan 
pangan — Metode analisis untuk deteksi 
organisme hasil rekayasa genetika dan 
produk turunannya — Persyaratan umum 
dan definisi. 
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